
WALIKOTA BAUBAU

PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU 

NOMOR 10 TAHUN 2013 

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BAUBAU,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif

guna mendorong peningkatan investasi dan pelayanan 

prima kepada dunia usaha, perlu dilakukan perubahan 

terhadap ketentuan mengenai upaya peningkatan 

penyelenggaraan pendaftaran perusahaan;

b. bahwa terhadap Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor

24 Tahun 2003 tentang Wajib Daftar Perusahaan, perlu 

dilakukan peninjauan kembali guna disesuaikan 

dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M- 

DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan

Pendaftaran Perusahaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah Kota Baubau tentang 

Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
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Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3209);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib 

Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang

Pembetukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4120 );

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1987 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1987 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3373);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003 tentang 

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

Yang Berlaku Pada Dapartemen Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4303);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

"Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2013" 3



Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang 

Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha 

Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan 

Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang 

Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha 

Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang 

Penanaman Modal;

15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Keija Dinas Daerah Kota 

Baubau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor

2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Kota Bau-bau (Lembaran Daerah Kota Baubau 

Nomor 2 Tahun 2011);
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH KOTA BAUBAU 

dan

WALIKOTA BAUBAU 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 

PENDAFTARAN PERUSAHAAN.

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.

3. Walikota adalah Walikota Baubau.

4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah. Kota Baubau.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah. Kota Baubau.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perizinan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Daftar Perusahaan adalah Daftar Catatan Resmi yang diadakan 

menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU- 

WDP dan/ atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang
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(1) Penolakan Pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir 

pendaftaran perusahaan belum benar dan/ atau dokumen belum 

lengkap.

(2) Penolakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) 

disampaikan oleh Pejabat Penerbit TDP. secara tertulis kepada 

perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari keija terhitung sejak diterimanya 

isian formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan penolakan.

(3) Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dalam waktu 

paling lambat 10 (sepuluh) hari keija terhitung sejak diterimanya surat 

penolakan tidak melaksanakan pembetulan dan/ atau melengkapi 

dokumen persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan 

mengisi formulir pendaftaran ulang yang diatur oleh Walikota.

Pasal 12

(1) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan 

dengan mengisi formulir pendaftaran yang diatur oleh Walikota, dengan 

melampirkan dokumen asli TDP yang akan diperbaharui tanpa 

melampirkan dokumen persyaratan yang telah disampaikan pada waktu 

pendaftaran sebelumnya.

(2) Pejabat Penerbit TDP.menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari keija 

terhitung sejak diterimanya permohonan pembaharuan secara benar 

dan lengkap.

(3) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (15) tidak 

dikenakan biaya adminintrasi.

Bagian Kedua 

Perubahan, Pembatalan dan Penghapusan 

Pasal 13

(1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang 

didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada Pejabat Penerbit
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TDP dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen 

yang diatur oleh Walikota.

(2) Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan oleh :

a. PT paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan 

atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri yang 

tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang- 

undangan;

b. Koperasi, CV, Fa, perorangan, dan BUL paling lambat 3 (tiga) bulan 

terhitung sejak tanggal perubahan.

Pasal 14

(1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP sebagai berikut

a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;

b. perubahan nama perusahaan;

c. perubahan bentuk dan/ atau status perusahaan;

d. perubahan alamat perusahaan;

e. perubahan kegiatan usaha pokok atau;

f. khusus untuk PT termasuk perubahan Anggaran Dasar.

(2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai 

dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.

(3) Pejabat Penerbit TDP menerbitkan TDP pengganti paling lambat 3 (tiga) 

hari keija terhitung sejak permohonan perubahan diterima secara benar 

dan lengkap.

(4) Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

cukup dilaporkan kepada Pejabat Penerbit TDP dan tidak perlu 

dilakukan penggantian TDP.
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(5) Pejabat Penerbit TDP mengesahkan perubahan dan mencatat 

perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Buku Induk 

Perusahaan.

(6) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), daftar perusahaannya dihapus, TDP dinyatakan tidak 

berlaku dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.

Pasal 15

Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal, dalam hal perubahaan yang 

bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar 

dan/ atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang 

dipersamakan dengan itu dengan menerbitkan Keputusan Pembatalan 

dengan menggunakan format surat yang diatur oleh Walikota.

Pasal 16

(1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, wajib melakukan 

pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) 

sampai dengan ayat (7) dengan menyertakan TDP asli yang telah 

dibatalkan.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat mengajukan 

keberatan disertai dengan alasan keberatan kepada Kepala Dinas 

Provinsi paling lambat 6 (enam) hari keija terhitung sejak tanggal 

Keputusan Pembatalan ditetapkan dengan tembusan kepada Kepala 

Dinas dan Pejabat Penerbit TDP.

(3) Terhadap keputusan yang memuat penolakan atas keberatan 

pembatalan daftar perusahaan, perusahaan yang bersangkutan wajib 

melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1).

(4) Terhadap keputusan yang memuat penerimaan atas keberatan 

pembatalan daftar perusahaan, Pejabat Penerbit TDP paling lambat 3
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(tiga) hari keija terhitung sejak tanggal keputusan mengesahkan 

kembali daftar perusahaan dan menerbitkan TDP yang telah dinyatakan 

benar.

(5) Apabila perusahaan tidak dapat menerima Keputusan Kepala Dinas 

Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan yang 

bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan 

setempat.

Pasal 17

(1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila teijadi hal-hal 

sebagai berikut :

a. perubahan bentuk perusahaan;

b. pembubaran perusahaan;

c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;

d. perusahaan berhenti akibat akta pendiriaanya kedaluwarsa atau 

berakhir; atau

e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan 

Putusan Pengadilan Negeri.

(2) Bagi Perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, TDP yang 

dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan 

wajib mengembalikan TDP asli kepada Pejabat Penerbit TDP yang 

menerbitkannya.

(3) Bagi perusahaan yang berbentuk PT, apabila terjadi hal-hal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, 

likuidator yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) 

bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pembubaran perseroan 

kepada Menteri yang tugas tanggung jawabnya di bidang peraturan 

perundang-undangan diterima, wajib melaporkan pembubaran kepada 

Pejabat Penerbit TDP dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
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a. bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri yang tugas dan 

tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan; dan

b. TDP asli.

(4) Bagi perusahaan berbentuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan BUL 

apabila teijadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik, 

pengurus atau penanggung jawab perusahaan yang bersangkutan, wajib 

melaporkan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit TDP dalam jangka 

waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembubaran 

atau penghentian usaha dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. salinan Akta Pembubaran atau keterangan yang sejenis; dan

b. TDP Asli

(5) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan hal- 

hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit TDP 

memberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut 

masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.

(6) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan 

ketiga Pejabat Penerbit TDP melakukan penghapusan perusahaan 

dimaksud dari daftar perusahaan dengan mencatat pada Buku Induk 

Perusahaan dan menyatakannya dalam Keputusan Penghapusan 

dengan mengacu pada contoh yang diatur oleh Walikota.

(7) Pejabat Penerbit TDP melakukan pengumuman atas Keputusan 

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 18

Dokumen asli yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran perusahaan, 

perubahan daftar perusahaan atau pembubaran perusahaan, dikembalikan 

kepada perusahaan yang bersangkutan apabila fotokopi dokumen telah 

diperiksa sesuai dengan aslinya.
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(1) TDP yang hilang atau rusak harus dilakukan penggantian paling lambat

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan atau tidak dapat 

terbaca dengan mengajukan permohonan kepada Pejabat Penerbit TDP.

(2) Permohonan penggantian TDP yang hilang dilakukan dengan 

melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan untuk 

permohonan penggantian TDP yang rusak dengan melampirkan TDP 

asli.

(3) Masa berlaku TDP pengganti sama dengan masa berlaku TDP yang 

diganti.

(4) Penerbitan TDP pengganti dilakukan paling lambat 3 (tiga ) hari kerja 

terhitung sejak permohonan penggantian TDP diterima.

BAB V

PELAYANAN INFORMASI PERUSAHAAN 

Pasal 20

(1) Kepala Dinas dan Pejabat Penerbit TDP menyajikan informasi 

perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang 

berkepentingan.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan 

kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta 

informasi dalam bentuk salinan resmi dan/ atau petikan resmi.

(3) Setiap permintaan informasi berupa salinan resmi dan/ atau petikan 

resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan biaya 

administrasi.

Pasal 21

(1) Setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan 

secara tertulis atas data yang didaftarkan dalam daftar perusahaan

Pasal 19
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Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IV 

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (13), Pasal 13 ayat (1) atau 

ayat (4) dan Pasal 19 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling 

lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,- (tiga juta 

rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pelanggaran.

Pasal 29

(1) Setiap orang yang melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran 

secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam 

dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda 

paling banyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pelanggaran.

Pasal 30

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (10) atau ayat (13), Pasal 10, Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat

(4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau 

pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

pelanggaran.
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(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 

24 dan Pasal 25 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh suatu badan 

hukum, penuntutan pidana dikenakan dan pidana dijatuhkan terhadap 

pengurus atau pemegang kuasa dari suatu badan hukum lain.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sama 

terhadap badan hukum yang bertindak sebagai atau pemegang kuasa 

dari suatu badan hukum lain.

BAB IX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 32

(1) Untuk menjamin ketersediaan informasi perusahaan dalam kesatuan 

informasi perusahaan secara nasional, setiap pembangunan sistem 

jaringan komputerisasi harus disesuaikan dengan program aplikasi 

Wajib Daftar Perusahaan (WDP) yang digunakan oleh Kantor 

Pendaftaran Perusahaan (KPP) Pusat.

(2) Penerimaan dan pengelolaan biaya administrasi Wajib Daftar 

Perusahaan (WDP) dan biaya informasi daftar perusahaan dilaksanakan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Ketentuan pelaksanaan atau petunjuk teknis penerbitan TDP diatur oleh

Walikota.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 34

Bagi perusahaan yang telah memiliki TDP sebelum diberlakukannya

Peraturan Daerah ini, TDPnya dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir

masa berlakunya.

Pasal 31
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BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 

teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Walikota.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kota 

Bau-Bau Nomor 24 Tahun 2003 tentang Wajib Daftar Perusahaan 

(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau

pada tanggal, November 2013

WALIKOTA BAUBAU, 

ttd 

A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau 

pada tanggal, November 2013

SEKRETARIS DAERAH
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PENJELASAN 

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU 

NOMOR 10 TAHUN 2013 

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Dalam rangka percepatan pembangunan di sektor ekonomi, perlu 

bagi daerah untuk secara terus menerus memacu dan menciptakan iklim 

usaha yang kondusif yang akan mampu mendorong peningkatan investasi 

Selain itu upaya yang urgen dan harus terus dilaksanakan adalah 

mendorong pelayanan prima kepada dunia usaha yang mengedepankan 

aspek ketepatan kecepatan dan kualitas pelayanan baik yang menyangkut 

legalitas usaha maupun penyelenggaraan pendaftaran perusahaan sebagai 

data base informasi yang handal dan akurat.

Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M- 

DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, 

dalam rangka mendukung upaya tersebut diatas, Pemerintah Kota 

Magelang memandang perlu melakukan pembaharuan terhadap ketentuan 

mengenai Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat 

sebagai payung hukum yang mampu menyentuh aspek dasar pelayanan 

pendaftaran perusahaan pada khususnya dan pembangunan sektor riil 

pada umumnya
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Dalam pengertian perusahaan, termasuk perusahaan asing 

yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah 

Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku . agen dan Perwakilan 

Perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan 

adalah Perusahaan-Perusahaan yang tidak bertujuan 

memperoleh keuntungan dan atau laba.

Huruf a

Perusahaan Jawatan sebagai suatu bentuk usaha negara 

dikecualikan dari kewajiban pendaftaran karena dalam 

kegiatan usahanya lebih menonjolkan public Service dan 

tidak bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Huruf b

Perusahaan kecil perorangan demikian melakukan kegiatan 

dan atau memperoleh keuntungan dan atau laba yang
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benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan 

nafkah sehari-hari.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tembusan pengesahan formulir 

adalah lembar pengesahan/penolakan daftar perusahaan 

yang ditanda tangani oleh Kepala Badan.
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Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.
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Salinan Resmi adalah salinan / copy seluruh data yang 

terdapat dalam Daftar Perusahaan dari suatu perusahaan 

dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang 

mengeluarkan salinan resmi yaitu Dinas yang tugas dan 

tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

Petikan resmi adalah sebagian data yang terdapat dalam 

daftar perusahaan dari suatu perusahaan yang telah 

disahkan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan 

petikan resmi yaitu Dinas yang tugas dan tanggung 

jawabnya di bidang perdagangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.
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Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.
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Ayat (1)

KPP Pusat adalah lembaga yang ditunjuk oleh Depatemen 

yang membidangi perdagangan yang mempunyai tugas 

mengkoordinasikan pelayanan tanda dafar perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 29
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Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.
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Pasal 34

Cukup jelas.
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